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UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak
eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak
betlaku terhadap:
i penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk
keperluan penyediaan informasi aktual;

ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk

keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah
dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan
ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau
produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku
Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak

ckonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hurufiuntuk

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c,
huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan
pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku
yang berjudul “Konsep Ideal Pemulihan Lingkungan Hidup”.
Konsep ideal dalam melakukan Rekonstruksi pengaturan Norma
biaya Lingkungan dengan memasukan dan menggunakan metode
Akutansi Mangjemen Lingkungan.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan
selama penulis menyelesaikan buku ini. Penulis juga
menghaturkan terimakasi h untuk teman-teman yang meluangkan
waktu untuk berdiskusi serta memotivasi penulis agar buku ini
dapat selesai lebih cepat.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat. Namun, penulis
menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu,
penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk
kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.
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BAB |
PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN HAK
ATASLINGKUNGAN

Pasal 28H UUD Tahun 1945 menegaskan jika hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak
asasi manusia.! Sebagai bagian dari rezim hak asasi manusia,
maka negara harus menghormati, memenuhi, dan melindungi
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.? Untuk memenuhi
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, setiap
orang diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan
hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan.®
Dengan kata lain, tanpa adanya akses terhadap informasi,
partisipasi, dan keadilan, hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat akan sulit untuk dipenuhi.

Konferensi Internasional lingkungan hidup di Stockholm,
Swediapada tanggal 5 — 16 Juni 1972 yang terkenal dengan
United Nation Conference on Human Environment* menjadi
tonggak penting dan bersgarah bagaimana dunia melihat
lingkungan hidup dalam perspekif hak asasi manusia. Konferensi
berhasil melahirkan kesepakatan internasional dalam menangani
masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum
lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, regiona maupun
internasional .

Deklarasi ini tidak saja menjadi tonggak bersgjarah dalam
peradaban modern, termasuk mengakui hak asasi manusia untuk
menikmati lingkungan yang baik dan sehat atau hak perlindungan
setiap orang atas pencemaran lingkungan atau environmental
protection.® Serta membebankan kewajiban untuk memelihara

1Llihat juga: Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
tentang HakAsasi Manusia.

2Pasal 28 | Ayat (4) dan (5) dan Pasa 28 J Undang-Undang
Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

3 Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungandan Pengel olaan Lingkungan Hidup.
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https://sustai nabl edevel opment.un.org/milestones/humanenvironment.
5> Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Asas
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https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment

lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam sehingga dapat
dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Konferensi
ini juga berpengaruh terhadap gerakan kesadaran lingkungan
yang tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian
terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-
undangan nasional .®

M eskipun sebelum lahirnyaDeklarasi Stockholm, beberapa
Negaratelah memiliki peraturan mengenai isu lingkungan hidup.
Seperti  “National Environmental Policy Act 1969”
(NEPA/USA),” “Wet Verontreiniging Opperviaktewateren 1969”
(WVO0)8, dan “Wet Inzake de Luchtverontreiniging 1970°
(WLV/Belanda), serta “Basic Law for Environmental Protection
1967 (diubah tahun 1970, 1971 dan 1993/Jepang)’. Namun
demikian, betapa pun juga konferensi Stockholm lah yang
menjadi puncak perhatian dan kesadaran manusia terhadap
lingkungan, terutama permasalahan kesenjangan antara Negara
maju dan Negara berkembang.*

Daam International Covenant on Civil and Practical Right
(ICCPR)* atau Konvens Internasional Hak Sipil dan Politik,
pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa: “every human being
has the inherent rights to life,...no one shall be arbitrarily

Subsidaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana
Lingkungan,(Bandung: Mandar Maju, 2007), him 11.

6 Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan
Hukum Lingkungan Indonesia. Edisi Revisi, (Bandung: Alumni, 2001),
him 24.

7 https://www.epa.gov/laws-regul ations/summary-national -
environmental-policy-act Data akses 15 September 2021 pukul 21.35 wita.

8 https://wetten.overheid.nl/BWBR0002682/2009-12-03. Data akses 15
September 2021 pukul 21.50 wita.

9 https://wetten.overheid.nl/BWBR0002731/2016-04-14. Data akses 15
September 2021 pukul 22.05. wita.

10 https://www.env.go.jp/en/laws/policy/basic/leaflet2.html. Data akses
15 September 2021 pukul 22.15. wita.

1 Siti Sundari Rangkuti, “Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan
Lingkungan Nasional, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), him 28,
mengutip Varindra Tarzie, The Polutan of Property, Newsweek, 1977, him.
27.

12 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx. Data
akses 20Agustus 2021 pukul 21.25 wita.
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